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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawawab pertanyaan 

Bagaimana Analisis Yuridis dan Analisis Hukum Islam terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang 

pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dalam pengampuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ketika memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan library research, dan adapun dalam 

teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif  

Hasil penelitian dalam analisis yuridis menyimpulan bahwa masalah 

pembatalan perkawinan yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby ini adalah sah apabila diperbolehkan walinya 

untuk menikah dan mewakiliya dalam akad, karena dalam kasus ini termohon I 

masih dalam pengampuan nya, dengan landasan Pasal 1330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang disebutkan pihak-pihak mana saja yang boleh atau 

dianggap cakap untuk membuat perjanjian. 

Secara Hukum Islam tidak pernah melarang perkawinan seorang yang 

masih dalam pengampuan disebabkan gangguan mental, mengingat pada tujuan 

dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik 

dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinaan. 

Meski demikian, demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, 

Islam menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang hendak 

menikah. Dengan adanya kematangan mental ini diharapkan tidak akan timbul 

kemadaratan sebagaimana tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sebagian sunnatullah yang berlaku bagi manusia. 

Allah SWT telah menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup 

berpasang-pasangan, menjalin kasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi 

kebutuhan biologisnya melalui cara yang halal. Fitrah tersebut dapat 

dilaksanakan melalui janji suci yakni ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana 

firman Allah SWT: 

لِكَ ذَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة إِنَّ فِى يٰوَمِنْ أٰ
 يَتَ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَلَأٰ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.
1
 

 

Islam telah mengatur hukum Perkawinan dengan sangat teliti dan 

terperinci, untuk menjadikan dan membawa manusia hidup berkehormatan. 

Pernikahan bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat disakralkan dan 

tidak bisa terlepas dari ketentuan yang telah disyari’atkan agama. Hukum 

perkawinan mempunyai kedudukan amat penting, mengatur tata cara kehidupan 

keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat, dan merupakan bagian dari 

ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta dilaksanakan sesuai ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah. 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994), 710. 
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Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974. Bagi 

orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden, Nomor 01 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang 

Nomor 01 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 

merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2 

Ikatan lahir dan batin diartikan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya 

dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin, tetapi harus kedua-duanya sehingga 

akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan dasar kekuatan dalam 

membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Kompilasi Hukum Islam pasal 

2 memberikan devinisi perkawinan yaitu Akad yang kuat atau mitssaqon 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah 

Dikatakan akad yang kuat maksudnya adalah akad yang bisa menghalalkan 

berhubungan badan seorang pria dengan seorang wanita yang asalnya adalah 

diharamkan untuk melakukannya.
3
 

Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan bukan semata-mata hanya 

untuk memuaskan nafsunya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, 

ketentaraman dan sikap saling menyayangi, mengayomi di antara suami istri 

                                                             
2 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 07. 
3 Ibid., 04. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam, dan tujuan hakiki dari 

sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah.
4
 

Perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Hukum Negara dengan sangat 

terperinci. Suatu perkawinan dianggap sah baik menurut hukum Islam maupun 

hukum negara bilamana pernikahan itu  dilakukan dengan cara yang memenuhi 

segala rukun dan syarat-syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan. 

Apabila terjadi perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak 

memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan 

tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan atau diputuskan. Putusnya ikatan 

perkawinan bisa dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari 

pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya ikatan 

perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya 

permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, unsur yang harus ada 

adalah persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk menjalin ikatan 

perkawinan.
5
 Dengan persetujuan dan kerelaan untuk menjalin ikatan perkawinan 

tersebut berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai ikatan janji suci dan 

landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga, apabila seorang pria 

dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan ikatan janji suci dalam 

perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan 

yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu 

                                                             
4 Ibid., 09 
5 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1991),  40. 
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putus. Meskipun dalam perkawinan seseorang itu telah memenuhi syarat dan 

rukun perkawinan, namun masih ada hal yang bisa menyebabkan perkawinan itu 

terhalangi, atau juga bisa disebut dengan kata lain yaitu larangan terjadinya 

perkawinan.
6
 Yang dimaksud dengan larangan perkawinan yaitu orang-orang 

yang tidak boleh melaksanakan perkawinan karena keadaan-keadaan tertentu.
7
 

Di dalam perkawinan indonesia dijelaskan dalam pasal 8 UU No 1/1974 

tentang perkawinan yang dilarang untuk melakukannya,
8
 yaitu: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara 

saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara 

dengan saudara neneknya. 

b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan ke bawah ataupun ke atas 

c. Berhubungan susunan, yaitu orang tua tua susunan, anak susunan, saudara 

susunan, dan bibi/paman susunan. 

d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari 

istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 

e. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 

tiri 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku untuk dilarang kawin 

 

Mengenai ketentuan larangan perkawinan dalam pembahasan kitab KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan dan dipertegas mulai dari pasal 39 hingga 

pasal 44 KHI, antara lain yaitu :  

Yang mengatur tentang larangan perkawinan bagi istri yang sedang dalam 

masa iddah, larangan menikah beda agama, larangan menikahi perempuan yang 

telah di cerai li’an, dan dalam pasal 53 menyebutkan menikahi perempuan yang 

sedang hamil, kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya, dan di pasal 54 

                                                             
6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2006), 

27. 
7 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 46. 
8 Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia..., 45. 
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mengatur larangan mernikah di saat sedang dalam ihram termasuk juga larangan 

menjadi wali nikah dan saksi dalam pernikahan.
9
 

Pernikahan seseorang yang telah dicatatakan di KUA (Kantor Urusan 

Agama), jika diketahui adanya hal hal yang bisa menjadikan hukum perkawinan 

itu dilarang, maka perkawinan itu harus dicegah dan dibatalkan dan diputuskan 

oleh yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan adalah 

langkah untuk mengakhiri hubungan perkawinan seseorang yang dilakukan 

melalui kekuasaan putusan Hakim di pengadilan Agama, penjelassannya yaitu 

hak untuk mengakhiri hubungan perkawinan melaui pembatalan perkawinan 

yang diberikan baik kepada suami maupun kepada istri. 

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan fasakh, 

secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan 

perkawinan fasakh bearti membatalkan perkawinan atau merusakkan 

perkawinan. Kemudian secara terminologis fasakh berarti pembatalan ikatan 

perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang 

dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur 

menyalahi hukum pernikahan. Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah 

mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila 

melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi 

wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat 

yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.
10

    

                                                             
9 Ibid., 30-31 
10 Muhammad Syaifuddin et al,  Hukum Perceraian, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013), 137. 
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Menurut Sayuti Thalib arti fasakh ialah diputuskannya hubungan 

perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui caacat celanya 

pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum 

berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala 

akibatnya dan dengan di fasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka 

bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini bearti pelaksanaan putusnya 

hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu 

dan mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.
11

 

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya fasakh adalah sebagai 

berikut:
12

 

1. Syiqa>q, yaitu pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin bisa 

didamaikan. 

2. Fasakh karena cacat. Cacat di sini adalah yang terdapat pada diri suami atau 

istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat terscbut mungkin terjadi scbclum 

pcrkawinan, namun tidak dikctahui oleh pihak Iain atau cacat yang berlaku 

sctclah jadinya pcrkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami 

istri bergaul. Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan Hakim Pengadilan 

dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya 

cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang 

mana hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. 

                                                             
11 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-PRESS, 1981), 117. 
12

 Muhammad Syaifuddin et al, Hukum Perceraian, Jakarta..., 139. 
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3. Fasakh karena tidak ada kemampuan suami memberi nafkah. Fasakh dalam 

hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa 

nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinngal. 

4. Fasakh karena suami ghaib (Mahfud}) 

5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalan perkawinan. Termasuk karena 

dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan ta 'liq t}alaq. 

Menurut Madzhab Syafi'i>, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali suami 

mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan dan dapat menuntut untuk 

memutuskan perkawinannya kepada Hakim Pengadilan Agama. Madzhab Hanafi 

melarang untuk mengambil jalan ini, karena suami dapat memutusakan 

perkawinannya sendiri dengan jalan melalui perceraian atau dengan kata lain 

menceraikan istrinya dengan ikrar talak tanpa memperlukan campur tangan 

hakim. Dalam Hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi 

syarat dan rukun dalam perkawinan, begitupun dalam hukum perkawinan di 

Indonesia, yaitu perkawinan telah dianggap sah apabila sudah memenuhi semua 

aturan yang telah ditetapkan oleh negara, tanpa ada penyelewengan sedikitpun 

dalam semuanya itu.
13

 

Di Pengadilan Agama Surabaya terdapat sebuah putusan dengan Nomor 

perkara 951/Pdt.G/2018/PA.SBY tentang pembatalan perkawinan. Kasus 

pembatalan perkawinan tersebut pada dasarnya karena tidak adanya kerestuan 

dari orang tua terhadap pernikahan anaknya, dalam masalah ini orang tua dari 

pihak suami yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya 

                                                             
13 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 52-53. 
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untuk membatalkan perkawinan anaknya. Disisi lain anaknya telah menikah 

dengan cara yang sah menurut hukum islam dan juga menurut hukum perkawinan 

di Indonesia dan telah di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan 

Bulak Kota Surabaya pada tanggal 12 September 2017 dalam Kutipan Akta 

Nikah Nomor: 0184/ 20/ IX/ 2017. 

Dałam perkara pembatalan perkawinan ini, pihak orang tua mengajukan 

permohonan pembatalan pekawinan anaknya ke Pengadilan Agama Surabaya 

karena tidak adanya kesetujuan atas perkawinan antara anak dan istrinya yang 

telah terjadi pada tanggal 12 September 2017 di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Berdasarkan isi putusannya diketahui bahwa 

Termohon adalah anak dari pemohon yang kabur dari rumahnya dan ketika dicari 

dan ditemukan sudah dałam ikatan perkawinan dengan istrinya tersebut. 

Kemudian pemohon selaku orang tua termohon mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan perkawinannya dengan isi 

gugatan bahwa anaknya tidak cakap untuk melakukan hukum, dan diluar 

kemampuan orang tuanya untuk melakukan pencegahan perkawinan, dengan 

dasar hukum sebagai berikut yang menunjuk pada Pasał 22 Undang-undang No. I 

Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: 

Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, pasał 6 ayat I Undang-

undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi 

Perkawinan dirdasarkan atas persetujuan kedua całon mempelai, pasał 6 ayat 

I Undang-undang No. I Tahun 1974, Pasał 14 ayat 2 Undangundang No. I 

Tahun 1974, dan Pasał 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian 

yaitu: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 
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3. Adanya objek 

4. Adanya kausa yang halal 

 

Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya Majlis Hakim pengadilan 

Agama Surabaya mengabulkan gugatan pemohon dan membatalkan perkawinan 

termohon. 

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus di atas, karena menurut peneliti di 

dalam putusan ini ada masalah yang menarik untuk dibahas dan diteliti mengenai 

tentang pembatalan perkawinan. Maka dari itu penulis menarik sebuah judul 

skripsi dari masalah di atas dengan cara menganalisis secara yuridis juga Hukum 

Islam terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini yang akan dibahas adalah analisis secara 

yuridis juga secara hukum islam, peneliti menegaskan dimana fokus anaisis 

yuridis adalah diambil dari semua peraturan perundangan yang diatur dalam 

hukum negara Indonesia, sedangkan analisis secara hukum islam adalah akan 

diambil murni dari hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an hadist dan 

pendapat-pendapat berbagai ulama, diluar dari kitap Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Dalam putusan ini di mana salah satu alasan yang dicantumkan pemohon 

sebagai alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah termohon 

yang selaku anak dari pemohon adalah masih ikut orang tuanya dan 

kesehariannya masih dalam biaya dan tanggungan orang tua atau masih dalam 

pengampuannya. Maka dari itu pula, penulis akan mengangkat skripsi dengan 

judul, Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan 
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Karena Suami di Bawah Pengampuan (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby) 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di tulis 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dasar hukum diperbolehkannya mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan 

2. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan 

3. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami 

masih dalam pengampuan 

4. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami 

masih dalam pengampuan. 

Dari identifkasi masalah tersebut penulis membatasi masalah pada: 

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami 

masih dalam pengampuan 

2. Analisis Hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami 

masih dalam pengampuan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah  dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1 Bagaimana Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 

951/Pdt.G/2018/PA tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami 

masih dalam pengampuan? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan 

tersebut? 

2 Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan 

dengan alasan suami masih dalam pengampuan? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian penulis tentang Analisis Hukum Islam terhadap Putusan 

Pembatalan Perkawinan dengan Alasan suami masih di bawah pengampuan 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby) belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi secara 

umum terdapat penelitian tentang pembatalan perkawinan yang sudah pernah 

diteliti sebelumnya, diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Sulistyarini tahun 2002 yang berjudul‚ 

Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di 

Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini merupakan studi dokumen, yaitu 

dilakukan pengamatan atas dokumen berkas  perkara  serta berita acara 

persidangannya yang berhubungan dengan alasan penipuan status calon suami. 

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis yuridis dengan menggunakan 
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metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif. Dalam 

kesimpulannya dijelaskan bahwa penipuan status calon suami tersebut  dapat  

dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Banyumas karena terdapat unsur kerugian dan kemadaratan di pihak 

penggugat atau pemohon yang akhirnya menimbulkan permasalahan 

keluarga.
14

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Umi Sholihatin tahun 2006 yang berjudul Ketidak 

gadisan sebagai Alasan Untuk Melakukan Pembatalan Perkawinan menurut 

Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir 

induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakgadisan istri dapat 

dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila suami mensyaratkan adanya keperawanan sebelum 

perkawinan dan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi 

seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan,  

salah sangka mengenai diri suami atau istri.
15

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Habib Khoiri tahun 2011 yang berjudul Analisis 

Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas 

(Studi Kasus Putusan Pengadila Agama Lamongan No. 

0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg). Penelitian termasuk penelitian studi dokumenter 

                                                             
14 Lilis Sulistyarini, “Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di 

Pengadilan Agama Banyumas” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002). 
15 Umi Sholihatin, “Ketidakgadisan sebagai Alasan untuk Melakukan Pembatalan Perkawinan 

Menurut Hukum Islam” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006) 
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yang selanjutnya dianalisis  dengan metode deskriptif dan kesimpulannya 

diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam kesimpulannya 

dijelaskan bahwa mengacu pada beberapa ulama fikih, pemalsuan identitas 

kaitannya dengan putusan perkara pembatalan perkawinan karena  pemalsuan 

identitas  di Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. 

tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya fasakh terhadap 

ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan  tersebut  tidak dapat 

dibatalkan karena pemalsuan identitas.
16

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Yeniek Yuli Kurniawati tahun 2003 yang berjudul‚ 

Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Akta Cerai Palsu (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Jombang). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif dan 

deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta cerai palsu termasuk 

dalam salah satu faktor yang dapat membatalkan perkawinan. Jadi akta cerai 

palsu  dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, 

karena perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan. 

Dengan demikian putusan majelis hakim tentang pembatalan perkawinan 

dengan alasan akta cerai palsu adalah berdasarkan pada penafsiran undang-

undang yang  menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang mana terdapat dalam pasal 

22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga seseorang yang masih 

                                                             
16 Habib K-hoiri, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan 

Identitas (Studi kasus putusan Pengadila Agama Lamongan No. 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg)” 

(Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). 
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terkait dalam perkawinan seseorang berhak mengajukan pembatalan 

perkawinan yang baru.
17

 

Semua penelitian di atas tentunya berkaitan dengan pembatalan 

perkawinan, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang di 

anggap dari pihak suami masih di bawah pengampuan, yang mana belum ada 

peneliti yang mengkaji sebelumnya. Pada dasarnya permohonan pembatalan 

perkawinan yang digugatkan oleh orang tuanya kepada anakya adalah karena 

tidak mensetujui perkawinan anaknya karena tidak setara perekonomian calon 

istrinya dengan keluarganya. Selain itu dari sisi pihak yang mengajukan juga 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pihak yang mengajukan pembatalan 

perkawinan dalam perkara ini adalah orang tuanya, serta tempat penelitian 

dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengnalisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan 

alasan suami masih dalam pengampuan 

2. Untuk menganalisis Hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama 

Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan 

karena suami dibawah pengampuan. 

                                                             
17 Yenik Yuli Kurniawati, “Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Akta Cerai Palsu (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Jombang”  (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2003) 
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F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat, 

sekurang kurangnya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi dan 

masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum 

perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga sebagai 

konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang Hukum Keluarga Islam. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau 

sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang 

hukum perdata dan tentang pembatalan perkawinan khususnya, seperti 

lembaga yang mengatur masalah pernikahan (KUA dan Pengadilan Agama) 

apabila ada masalah terkait dengan perkara di atas 

G. Definisi Opersional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

definisi operasional dalam penelitian ini. 

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam, dan menurut istilah berarti 

hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa 
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oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 

maupun yang berhubungan dengan amaliyah.Syariat Islam menurut bahasa 

berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala.
18

 

2. Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara  yang 

didasarkan pada pertimbangan hukum.
19

 Dalam hal ini putusan yang dimaksud 

adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby 

tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dibawah 

pengampuan. 

3. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam disebut fasakh. Makna fasakh 

adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.
20

 Batalnya 

perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi 

salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.
21

 

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan terjadi dengan alasan karena suami 

masih di bawah pengampuan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah analisis hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

ketentuan Fikih tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih di 

bawah pengampuan di Pengadilan Agama Surabaya. 

 

 

                                                             
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011),  5. 
19 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual 

Press, 2007), 397. 
20 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),  270. 
21 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 141. 
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H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan: 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas: 

a. Data dalam putusan perkara Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang 

pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dibawah pengampuan 

dan observasi di Pengadilan Agama Surabaya serta wawancara Hakim 

b. Data tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana 

data diperoleh.
22

 Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subyek penelitiannya. Sumber data sekunder ada tiga,
23

 yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby  

tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih di bawah 

pengampuan. 

2) Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
22 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), 129. 
23 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),  97 
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3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: 

1) Fikih Munakaha>t karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani 

2) Fikih Munakaha>t karya Abdul Rahman Ghozali 

3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin 

4) Hukum Perkawinan Islam karya Idris Ramulyo 

5) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Siti Dalilah Candrawati 

6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Dakwatul Chairah 

7) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Abdul Manan 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian normatif ini, pengumpulan data  dilakukan penulis 

melalui library  research dan dokumentasi. Library research adalah penelitian 

yang diambil dari kepustakaan atau karya-karya tulis, dan dokumentasi adalah 

mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan semacamnya. Sedangkan obyeknya 

adalah benda mati.
24

 Dalam proses penelitian, catatan, rekaman wawancara 

dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah 

teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik..., 194. 
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adalah metode yang menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga 

diperoleh pemaham yang mendalam dan menyeluruh.
25

 Dalam hal ini dengan 

mengemukakan putusan Pengadilan Agama Surabaya, kemudian dikaitkan 

dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis 

sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan 

pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan 

perkara pembatalan perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian 

terhadap putusan Pengadilan Agama Surabya tentang pembatalan perkawinan 

dengan alasan suami masih dibawah pengampuan, kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam 

penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka 

penulis menyusun pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

                                                             
25 Moh. Nazhir, Metode Penelitian , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),  62. 
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Bab Kedua, landasan teori yang terdiri dari, pengertian batalnya 

perkawinan atau fasakh, dasar hukum fasakh, sebab-sebab terjadinya fasakh 

menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia 

Bab Ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang 

Pengadilan Agama Surabaya, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan 

perkara. 

Bab Keempat, menganalisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama 

Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby dan analisis hukum islam terhadap 

putusan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby 

tentang  pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dibawah 

pengampuan. 

Bab Kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang 

mana merupakan jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran 

terhadap hasil penelitian skripsi ini. 
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BAB II 

PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan 

syaratnya. oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat 

yang telah ditentukan dapat dibatalkan, sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan.” 

Pembatalan menurut bahasa adalah pernyataan batal  (urung, tidak jadi) 

dari kata dasar batal, yaitu tidak sah lagi.
1
 Sedangkan yang dimaksud dengan 

pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun suami yang 

dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena telah terlanjur menyalahi 

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.
2
 

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan  istilah fasakh.  

Fasakh  berasal  dari  bahasa  Arab yang  secara  etimologi berarti merusak atau 

membatalkan.
3
 Apabila dihubungkan dengan perkawinan berarti merusak atau 

membatalkan perkawinan. Adapun pengertian fasakh nikah menurut pendapat 

                                                             
1 WJS. Perwadaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 95. 
2 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 126. 
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85. 
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Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah adalah bahwa memfasakh nikah 

berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami istri.
4
  

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah Fasakh adalah: 

لَ الْعَقْدُ خُ فَحَقِيْقَتُهُ أَنَّهُ عاَرِضٌ يَمْنَعُ بَقَاعَ النِّكَاحِ, أَوْ يَكُونُ تَدَارُكًا لِأَمْرٍ اِقْتَرَنَ بِالْأِنْشَاءِ جُعِفَسْأَمّاَلْ
 غَيْرَاللآزِمِ

Artinya: Adapun fasakh (nikah) itu sebenarnya adalah sesuatu yang datang 

kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah, sehingga menjadikan akad 

itu tidak lazim.
5
 

 

Selain fasakh ada juga istilah yang hampir sama dengan fasakh yaitu fa>sid. 

Menurut bahasa, fa>sid berasal dari bahasa Arab   فسدا يفسد فسد yang berarti rusak.
6
 

Dinyatakan dalam kitab Al-Fiqh ‘ala> al-Maz{a>hib al-Arba’ah  

 رْكَانِهِاَ مِنْ رُكْنٌ مَحْتَحَلَّ هُوَ الْبَاطِلُ وَالنِّكَاحُ طِهِوشُرُ مِنْ شَرْطٌ مَحْتَحَلَّ هُوَ الفَاسِدُ النِكَاحُ
 وَاحِدٌ حُكْمُهَا وَالْبَاطِلُ الفَاسِدُ وَالنِّكَاحُ

Artinya: Nikah fa>sid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari 

syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi 

rukunnya, hukum nikah fa>sid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.
7
 

 

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, para hakim tidak membedakan 

antara fa>sid dan batal. Alasannya adalah supaya ada kesatuan istilah bahasa 

hukum di lingkungan para hakim. Apabila tidak ada kesatuan bahasa, maka 

akan timbul kerancuan dalam merumuskan istilah bahasa hukum di 

lingkungan para hakim dan pada akhirnya akan menghambat proses 

                                                             
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VIII (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2000), 124. 
5 Muhammad Abu Zahrah, Ahwa>lu Aah-Shaksiyag, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1957), 324 
6 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 92. 
7 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Al-Mazaib Al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut Libanon: Dar 

Kitab Al-‘Ilmiyah, 1999). 118. 
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pemeriksaan perkara. Jadi para hakim merujuk istilah tersebut di dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 yaitu dengan menggunakan 

kata batal. 

Jadi mengenai tentang pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1 Perkawinan dianggap tidak sah 

2 Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada 

3 Antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap 

tidak pernah sebagai suami-isteri. 

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 

Untuk menguraikan tentang dasar hukum  pembatalan  perkawinan, 

dikemukakan ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah 

yang dibatalkan karena tidak  memenuhi  syarat dan rukun nikah. 

Larangan nikah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur’an surat An-

Nisa’ ayat 22-23: 

( ٢٢) سَبِيلا وَسَاءَ وَمَقْتًا احِشَةًفَ كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ مَاقَدْ إِلا النِِّسَاءِ مِنَ آبَاؤُكُمْ مَانَكَحَ تَنْكِحُوا وَلا
 الأخْتِ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ وَخَالاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِِّمَتْ

 فِي اللاتِي وَرَبَائِبُكُمُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضَاعَةِ مِنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللاتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ
 وَحَلائِلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلا بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ اللاتِي نِسَائِكُمُ مِنْ حُجُورِكُمْ

 رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلا الأخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلابِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمُ
(٢٢( 

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan 

itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) 

(22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak- anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
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yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang  dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu  campuri,  

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);  dan  menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
8
 

 

Hadis Nabi yang disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori: 

زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رسول الله  بِنْتِ حِذَامٍ الَأنْصَرِيَّةِ أَنَّ اَبَاها عَنْ حَنْسَاءِ
  عليه وسلَم فَرَدَّ نِكَاحَهُ

Artinya: Dari Khansaa binti Khidham al-Anshariyyah: Bahwa ayahnya telah 

mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai 

pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka 

beliau membatalkannya. (HR. Bukhari).
9
 

Sabda Rasulullah SAW riwayat dari Aisyah ra: 

 مِنْ حَلَّبِمَالسْتَ الْمَهْرُ فَلَهَا بِهَا دَخَلَ فَاِنْ بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا وَلِيِّهَا اِذْنِ بِغَيْرِ نَكَحَتْ امْرَأَةٍ أَيُمَا
 لَهَا وَلِيَّ لَا مَنْ وَلِيٌّ طَانُلْاِشْتَجَرُفَسُ فَاِنْ رْجِهَافَ

Artinya: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak 

menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan 

(memberi izin) maka wali Hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi 

perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali‛. (Riwayat Imam empat 

kecuali al-Nasa’i).
10

 

 

 

 

 

                                                             
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 120. 
9 Imam Muhammad bin Ism’ail Al-Bukhori, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2002), 

297. 
10 Ibid., 1299 
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C. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan 

Berdasarkan definisi pembatalan perkawinan di atas, bahwasannya 

perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi 

ada dua unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu: 

1. Tidak terpenuhinya rukun perkawinan 

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu.
11

 Misalnya adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan 

dalam perkawinan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada: 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan kabul 

Menurut Syafi’iyyah, rukun  perkawinan ada lima macam, yaitu: 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Sighat
12

 

 

                                                             
11 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakaha>t: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 12. 
12 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba’ah, Juz IV..., 13. 
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2. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan. 

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada  yang  menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menurut Islam calon laki-laki atau 

perempuan harus beragama Islam.
13

 

Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 

sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.  Sedangkan  menurut  

Syafi’iyyah,  yang  menjadi  syarat perkawinan diantaranya adalah:
14

 

a. Syarat sighat : 

1) Orang  yang  berakad  harus  mengerti  makna  lafadz sighat 

2) Lafadz sighat harus jelas 

3) Sah mendahulukan kabul dari ijab 

b. Syarat wali: 

1) Laki-laki Mempunyai hubungan nasab 

2) Baligh 

3) Berakal 

4) Adil 

5) Bisa melihat 

6) Seagama 

7) Merdeka. 

 

                                                             
13 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakaha>t: Kajian Fikih Nikah Lengkap..., 12. 
14

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba’ah, Juz IV..., 18-20 
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c. Syarat calon suami: 

1) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon istri 

2) Tidak dipaksa 

3) Jelas atau tentu orangnya 

4) Mengetahui atau mengenal calon istri 

d. Syarat calon istri: 

1) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon suami 

2) Jelas atau tentu orangnya 

3) Tidak ada halangan menikah 

4) Tidak sedang berada dalam perkawinan orang lain 

5) Tidak sedang dalam masa iddah. 

e. Syarat saksi: 

1) Merdeka 

2) Dua orang laki-laki 

3) Adil 

4) Tidak buta dan bisu. 

Para Ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri 

mengetahui adanya aib baik diketahuinya sebelum atau sesudah akad nikah, 

tetapi jika ia sudah rela secara tegas atau ada  tanda yang menunjukkan 

kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan fasakh dengan 
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alasan aib itu. Ada 8 (delapan) aib atau cacat yang membolehkan khiyar di 

antaranya:
15

 

a. Tiga hal dalam keduanya (suami-istri) yaitu: gila, penyakit kusta dan supak. 

b. Dua hal tersebut dalam laki-laki yaitu: ‘unah (lemah tenaga persetubuhannya), 

impoten. 

c. Tiga hal lagi berasal dari perempuan yaitu: tumbuh tulang dalam lubang 

kemaluan yang menghalangi persetubuhan, tumbuh daging dalam kemaluan, 

atau terlalu basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan persetubuhan. 

Menurut Syafiiyyah, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan perkawinan 

antara lain: 

a. Pisah karena cacat salah seorang suami atau istri perceraian karena berbagai 

kesulitan (i’sar) suami 

b. Pisah karena li’an 

c. Salah seoang suami istri itu murtad 

d. Perkawinan itu rusak (fasad) 

e. Tidak ada kesamaan status (kufu).
16

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan 

batal apabila:
17

 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 

karena sudah mempunyai empat istri, sekalipun salah satu dari keempat 

istrinya itu dalam iddah  talak raj’i. 

b. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili’annya. 

                                                             
15 Hasbi Ash-Sidqi, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),  115. 
16 A. Rahman I Doi, Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakrta: Grafindo Persada, 

1996), 310. 
17 Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam 
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c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain 

yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis 

masa iddahnya. 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah 

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 

menurut Pasal 8 Undang- undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

e. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke  bawah atau ke atas. 

f. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara  orang tua, dan antara seorang dengan saudara 

neneknya. 

g. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 

h. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara 

sesusuan dan bibi atau paman  sesusuan. 

 

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pra lain yang mafqu>d. 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
18

 

 

Dan Pasal 72 

a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 

melanggar hukum. 

b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan 

atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 

keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap 

hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan 

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
19

 

 

                                                             
18 Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam 
19 Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. 
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Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan secara fasakh 

berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak ba’in dan 

talak raj’i. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, 

sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga.
20

 

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena 

adanya rukun dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri 

perkawinan seketika itu juga. Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh 

berstatus ba’in sughra. Suami tidak boleh ruju’ kepada mantan istrinya selama 

istri tersebut menjalani masa iddah. Apabila mantan suami dan mantan istri 

berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad 

nikah baru. Akibat lain dari fasakh adalah tidak mengurangi bilangan talaq. Hal 

itu berarti hak suami untuk mentalaq istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang 

dengan adanya fasakh tersebut.
21

 

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

berdasarkan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami 

istri 

b. Suami atau istri 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

undang-undang 

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui  adanya  cacat dalam rukun 

dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana  tersebut dalam Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.  
 

Sedangkan mengenai pengampuan, Pengampuan dalam istilah fiqh disebut 

dengan al hajru. Secara bahasa kata al hajru berasal dari kata hajaru-yahjuru-

                                                             
20

 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap..., 314. 
21Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang 
Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007),  253. 
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hajran, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, 

mengeras dan ruangan. Sedangkan al hajru menurut istilah adalah mencegah dan 

melarang terjadinya tasharruf, ulama’ fiqh memiliki rumusan pengertian yang 

berbeda-beda, sebagaiman pengertian berikut ini:
22

 

a. Ulama’ Hanafiyah memberikan definisi: Al hajru adalah mencegah tasharruf 

dari hak seseorang yang khusus. 

b. Ulama’ Malikiyyah mendefinisikan: Al hajru adalah kondisi hukum yang 

menetapkan larangan pada orang yang memiliki sifat tersebut dari tasharruf 

pada sesuatu yang melebihi kekuatannya atau melarang melakukan tabarru’ 

(mengharap ridha Allah) dengan hartanya. 

c. Ulama’ Syaf’iyah mendefinisikan Al hajru adalah mencegah tasharruf yang 

dilakukan dengan ikhtiar (inisiatif sendiri tanpa ada unsur paksaan). 

d. Ulama’ Hanbaliyah mendefinisikan Al hajru adalah melarang manusia dari 

tasharruf pada harta benda. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al ḫajru merupakan 

suatu tindakan preventif pada ucapan (akad), perbuatan maupun harta benda 

terhadap orang-orang tertentu (maḫjur ‘alaih). 

                                                             
22

 Ali ibnu Muhammad al Mawardi, al Hawi al Kabir, jilid 6, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al 

Ilmiyah, 1994), 339 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA  

NOMOR 951/PDT.G/2018/PA.SBY 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya 

1. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai 

dengan pasal 53 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Wewenang yang dimaksud terdiri atas wewenang relatif dan wewenang 

absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau 

Pasal 142  RB.g.jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7  Tahun  1989  tentang  

Peradilan  Agama,  sedang  wewenang  absolut berdasarkan pasal 49 UU 

Nomor 7 tahun 1989. 

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang 

terdapat di lingkungan Peradilan Agama yaitu :
1
 

a. Fungsi kewenangan mengadili 

b. Memberi keterangan pertimbangan 

c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang 

d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat 

banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif 

e. Serta bertugas mengawasi jalannya Peradilan. 

Dalam pasal 54 UU Nomor 07 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang 

                                                             
1 M. Yahya harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), 135. 
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berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang 

berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk 

menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan 

pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor 7 

Tahun 1989. 

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah 

hukum disebut kompetensi relatif. Atau dengan kata lain, kewenangan relatif 

adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama yang apabila terjadi 

sengketa antar  para  pihak  yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan 

wilayah tersebut,  Pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili. 

Perangadilan Agama Surabaya adalah salah satu lembaga peradilan yang 

berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani perkara perdata 

seperti halnya pengadilan agama yang lain. Adapun perkara yang menjadi 

wewenang Pengadilan Agama Surabaya adalah sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diamandemen ke 

dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diamandemen 

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang 

disebutkan dalam Pasal 49 yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.
2
 

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 

Struktur organisasi dalam lingkungan  Pengadilan  Agama Surabaya 

mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, 

                                                             
2
 “Profil PA Surabaya” https://www.pa-surabaya.go.id/, diakses pada  28 Oktober 2019) 

https://www.pa-surabaya.go.id/
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wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian 

proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan lancar.
3
 Struktur organisasi 

Pengadilan Agama Surabaya yang sebagai mana akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Bagian sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti 

termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi fungsional Peradilan 

yang berfungsi dan berwenang melaksanakan Peradilan. 

b. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah 

jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi Peradilan. 

c. Dalam bagian atau struktur, jabatan fungsional Peradilan  dihubungkan 

dengan garis-garis putus. Hubungan antar pejabat fungsional pada dasarnya 

tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang 

bersifat fungsi peradilan. 

d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua adalah 

sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) Undang- Undang Nomor 

1 Tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman. 

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya 

Surabaya secara geografis terletak diantara 07.12-112.54 lintang selatan 

dan 112.36-112.54 bujur timur, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

3-6 meter dari permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke 

timur. 

                                                             
3 “Struktur Organisasi PA Surabaya” https://www.pa-surabaya.go.id/, diakses pada 28 Oktober 

2019) 

https://www.pa-surabaya.go.id/
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Pengadilan Agama surabaya adalah salah satu peradilan tingkat pertama 

yang secara organisasi atau struktur dan finansial berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung yang mana pengadilan agama tersebut menangani masalah 

atau konflik dalam bidang hukum perdata bagi orang Islam yang hidup dan 

menetap di kota surabaya, yang maka pengadilan agama ini harus mampu 

melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum Islam terutam mengenai 

perkara/masalah yang disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 03 Tahun 2006 

tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4
 

Surabaya adalah ibu kota Profinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai 

Kota Pahlawan. 31 Kecamatan di wilayah kota Surabaya yang menjadi 

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah Wilayah Surabaya 

Pusat antaranya yaitu, Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan. 

B. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menyelesaikan Permohonan 

Pembatalan Perkawinan (Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby) 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby mengenai pembatalan perkawinan, maka 

Peneliti memperoleh data-data sebagai berikut:
5
 

1. Subjek Hukum 

a. Pemohon I, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik 

b. Pemohon II, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik 

c. Termohon I, agama Islam, bertempat tinggal di Bulak Kali Tinjang Baru I 

Nomor 37, Kota Surabaya 

                                                             
4 “Wilayah Yuridiksi PA Surabaya” https://www.pa-surabaya.go.id/, diakses 28 Oktober 2019 
5  Putusan Pengadilam Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby 

https://www.pa-surabaya.go.id/
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d. Termohon II, agama Islam, bertempat tinggal di Bulak Kali Tinjang Baru I 

Nomor 37, Kota Surabaya. 

2. Duduk Perkara 

Berdasarkan dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018 yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Para Termohon telah 

melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Perusahaan 

Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah 

Nomor: 184/20/IX/2017 tanggal 12 September 2017) 

b. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I 

c. Bahwa Termohon I tidak mempunyai  kecakapan  untuk  melakukan 

perbuatan hukum karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan 

pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan di bawah orang 

normal pada umumnya dan Termohon I berada di bawah pengampuan Para 

Pemohon 

d. Bahwa proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II 

di luar kemampuan Para Pemohon untuk melakukan pencegahan 

perkawinan 

3 Petitum 

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon 

b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II 
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c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah 

Nomor:0184/20/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak tidak berkekuatan hukum/batal 

demi hukum 

d. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon. 

4 Fakta Dalam Persidangan 

a. Bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon, Termohon II telah 

menyampaikan   jawaban   secara   tertulis   sebagai    berikut, Tidak benar 

proses terjadinya perkawinan terjadi di luar kemampuan Para Pemohon, 

seandainya pada saat Termohon II bermain/bertamu ke rumah Termohon I 

pihak keluarganya mau bertemu dengan Termohon II dan mengatakan 

sejujurnya atas kondisi mental Termohon I, maka Termohon II akan 

mencari cara untuk menjauhi Termohon I. Sebelum pernikahan 

dilangsungkan, Termohon I dengan seseorang yang mengaku pakdenya 

Termohon I datang dan meminang Termohon II. Pembatalan pernikahan 

sangatlah merugikan Termohon II, untuk itu  mohon  kepada  Majelis 

Hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar biaya pernikahan 

Penggugat dengan Termohon I sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah).
6
 

5. Bukti Yang Diajukan di Persidangan 

a. Bukti Surat 

                                                             
6 Drs. Zainal Aripin , S.H., M.Hum, Wawancara, Pengadilan Agama Surabaya, 05 Februari 2020. 
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1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, 

tanggal 12 September 2017 (P.1) 

2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama  XXXX, yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 9 

November 2016 (P.2) 

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 23 

Maret 2013 (P.3) 

4) Fotokopi Putusan nomor: 282/Pdt.P/2017/PN.GS yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 1 Februari 2018 (P.4) 

5) Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX, 

yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RSUD 

Soetomo Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017 (P.5) 

6) Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog 

Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes, atas nama XXXX (P.6) 

7) Fotokopi Surat XXXX, tanggal 13 September 1999 (P.7) 

8) Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 

Oktober 2017 (P.8) 

9) Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 1 April 

2014 (P.9) 
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b. Keterangan Saksi 

1) Saksi I, Prof. Marlinah, S.Kj., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Dokter, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya 

memberi keterangan sebagai berikut: 

a) Saksi mengaku kenal Para Pemohon karena anak Para Pemohon 

menjadi pasien saksi 

b) Bahwa anak Para Pemohon yang bernama sering mempunyai perilaku 

yang menyimpang, seperti mencuri dan berbohong 

c) Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak Para Pemohon mempunyai 

intelegensi di bawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 

s/d 89 sedang yang normal adalah antara 90 s/d 100 

d) Bahwa orang yang mempunyai intelegensi kurang dari 90 kurang bisa 

bertanggung jawab sehingga atas segala tindakannya perlu 

pendampingan 

2) Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA 

Kecamatan Bulak, tampat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpahnya 

memberi keterangan mengenai prosesi akad nikah Para Termohon. 

6. Pertimbangan Hukum Hakim
7
 

a. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Para Pemohon 

adalah agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena 

perkawinan Termohon  I  dengan  Termhon  II tidak memenuhi syarat 

perkawinan sebagaimana diatur  dalam  Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

                                                             
7 Drs. Zainal Aripin , S.H., M.Hum, Wawancara, Pengadilan Agama Surabaya, 05 Februari 2020. 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon I tidak 

mempunyai kapasitas untuk melakukan persetujuan sebagaimana diatur  

dalam  Pasal  1320 KUH Perdata. 

b. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa 

Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, oleh 

karena itu sesuai dengan maksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Para Pemohon telah mempunyai legal standing 

untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan 

Termohon I dengan Termohon II 

c. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa 

Termohon I pada saat ini berada dalam perwalian  atau  pengampuan Para 

Pemohon 

d. Menimbang, bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan 

terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan  Negeri Gresik 

menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan 

tindakan hukum perkawinan, hal itu diperkuat  pula dengan keterangan 

saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj yang menerangkan bahwa Termohon I hanya 

mempunyai tingkat kecerdasan antara 35-90 sedang menurut ilmu  

psikologi  kecerdasan seseorang yang berada antara 35-90 termasuk 

kategori kecerdasan di bawah rata-rata 

e. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon I tidak cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum yang 
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dilakukan oleh Termohon I menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata 

f. Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalka 

dan bukti perkawinannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

telah beralasan hukum, karenanya permohonan Para Pemohon dapat 

dikabulkan. 

g. Menimbang, bahwa yang diajukan  oleh  Termohon  II adalah tentang ganti 

kerugian materiil yang dialami oleh Termohon II sebesar Rp15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah). 

h. Menimbang, bahwa gugatan Termohon II tersebut  tidak berdasarkan 

hukum, karena tentang ganti rugi tidak termasuk kewenangan Pengadilan 

Agama, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karena perkara ini 

termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul 

akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Drs. Zainal Aripin , S.H., M.Hum, Wawancara, Pengadilan Agama Surabaya, 05 Februari 2020. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM 

MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN 

DENGAN ALASAN SUAMI MASIH DALAM PENGAMPUAN (No. 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby) 

A. Deskripsi dan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby 

Sebelum menganalisis secara yuridis maupun secara hukum islam terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby ini, 

peneliti akan mendeskripsikan putusan tersebut terlebih dahulu, guna 

memberikan pemahaman lebih rinci terhadap permasalahan yang ada pada 

putusan tersebut. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby ini adalah putusan menegenai sebuah perkara 

pembatalan perkawinan yang disebabkan suami masih di bawah pengampuan, 

yang mana pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke 

Pengadilan Agama Surabaya dan sebagai pemohon adalah orang tua dari pihak 

suami. 

Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan antara 

termohon I dengan termohon II (istri dari termohon I) yaitu dengan alasan 

termohon I masih dalam pengampuannya yang mana disebabkan mempunyai 

keterbelakangan mental sehingga dianggap tidak cakap dalam meakukan 

perbuatan hukum, sedangkan termohon I dengan termohon II sudah 
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melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum islam maupun hukum 

negara dengan tercatnya perkawinannya di KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 

Diterangkan dalam putusan, pemohon tidak bisa melakukan pencegahan 

perkawinan dikarenakan termoh I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit 

(hilang), dan ketika pemohon menemukan termohon I ternyata termohon I 

ditemukan sudah dalam ikatan perkawinan dengan termohon II, akan tetapi 

alasan pemohon ini disangkal oleh termohon II, dalam putusan dijelaskan 

jawaban termon II untuk pemohon adalah tidak benar  proses terjadinya 

perkawinan diluar kemampuan pemohon, sebenarnya pemohon bisa mencegah 

apabila pemohon mau menemui termohon II saat berkunjung kerumah pemohon, 

pemohon tidak mau menemui dikarenakan pemohon tidak merestui hubungan 

antara termohon I dengan termohon II dikarenakan status perekonomian 

termohon II tidak sederajat dengannya. 

Akhirnya hasil dari perkara ini adalah majelis hakim mengabulkan 

permohonan termohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dengan 

termohon II dan menyatakan akta atau bukuh nikahnya yang dikeluarkan oleh 

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bulak Kota Surabaya adalah tidak 

berkekuatan Hukum. 

Hasil dari analisis Yuridis terhadap kasus Pembatalan Perkawinan Karena 

Suami Masih dalam pengampuan (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 
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951/Pdt.G/2018/PA.Sby), dalam tinjauan Yuridis diperoleh data-data sebagai 

berikut:
1
 

Berdasarkan data pada BAB III sub bab B point nomor 1 (subjek hukum) 

huruf  a, b, c, d, diketahui bahwa Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, dan 

Termohon II adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, maka menurut 

Asas Personalitas Keislaman sudah tepat yang berwenang mengadili perkara 

tersebut adalah Pengadilan Agama. Asas Personalitas Keislaman mempunyai arti 

bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan 

Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. 

Personalitas Keislaman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 

disebutkan bahwa: ”Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam”. 

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama menyebutkan mengenai kompetensi absolut  Peradilan Agama yang 

menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

                                                             
1 Drs. Zainal Aripin , S.H., M.Hum, Wawancara, Pengadilan Agama Surabaya, 05 Februari 2020. 
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shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkara 

mengenai pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya 

Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby masuk ke dalam bidang perkawinan, maka 

sudah tepat perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

Berdasarkan data pada BAB III sub bab B point nomor 1 (subjek hukum) 

huruf c d, diketahui bahwa Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di 

Surabaya, apabila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang meneyebutkan bahwa “Permohonan pembatalan 

perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana 

perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau 

isteri”, maka sudah tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya. 

Berdasarkan data pada BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) 

huruf a dapat dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2017 dan telah dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota 

Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017, jika dikaitkan 

dengan data point nomor 5 (Bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti 

surat) nomor 1) (tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan  Akta  Nikah  

Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tanggal 12 September 2017), maka dapat 

disimpulkan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri yang sah 

dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Berdasarkan pada data BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) 

dan data point nomor 4 (tentang fakta dalam persidangan) huruf a mengenai 

jawaban Termohon II, dapat dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah orang tua 

dari Termohon I, jika dikaitkan dengan data point nomor 5 (bukti yang diajukan 

di persidangan)  huruf a (bukti surat)  nomor 2) tentang alat bukti surat yaitu 

fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 November 2016 (P2), 

data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan)  huruf a (bukti surat)  

nomor 5) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Putusan Nomor: 

282/Pdt.P/2017/PN.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 

Februari 2018 (P5), dan data nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan)  huruf 

b (keterangan saksi)  nomor 1) huruf a) yang menyebutkan  bahwa saksi kenal 

dengan Para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu karena anak Para Pemohon yaitu 

Termohon I  menjadi  pasien  saksi,  dikaitkan  pula   data nomor 6 

(pertimbangan hukum hakim) huruf a yang menyatakan bahwa sesuai P1 dan P5 

telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung 

Termohon I, sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk 

mengajukan pembatalan perkawinan ini. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Ikatan lahir batin artinya perkawinan itu tidak hanya dengan adanya ikatan 

lahir atau batin saja, namun harus memenuhi keduanya karena merupakan fondasi 

utama dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Pihak-

pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang 

sudah ditentukan agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. 

Berdasarkan data BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) huruf c 

yaitu bahwa Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan 

perbuatan hukum karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada 

perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan  di bawah  orang  normal  

pada umumnya dan Termohon I berada di bawah pengampuan Para Pemohon. 

Hal ini dibuktikan dengan data point nomor 5 (bukti yang diajukan di 

persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 6) yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan 

Psikologi Psikogram atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo 

Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, data point nomor 5 (bukti yang diajukan di 

persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 7) yaitu fotokopi Analisa dan 

Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes. 

atas nama XXXX, dan data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) 

huruf b (keterangan saksi) nomor 4) yang mengatakan “Bahwa hasil pemeriksaan 

saksi, anak Para Pemohon mempunyai intelegensi di bawah rata-rata karena 

intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 89, sedang yang normal adalah antara 90 s/d 

100”. Dikaitkan pula data point nomor 6 (pertimbangan hukum Hakim) huruf b 

bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang 
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ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I 

dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum in casu perkawinan, hal itu 

diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj, sesuai 

ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

menyebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai”, maka persetujuan yang dibuat oleh Termohon I adalah tidak sah 

karena tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan berdasarkan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Supaya terjadi 

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. suatu pokok persoalan tertentu 

d. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat 

perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata telah diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang disebutkan bahwa Tak cakap untuk membuat suatu 

perjanjian adalah: 

a. Orang yang belum dewasa 

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dsb) 

 

Menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tersebut, dengan kata lain yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk 
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membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 

21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. 

Peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan 

hukum hanya mendasar pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mengenai tentang kecakapan untuk melakukan pebuatan hukum sebagai syarat 

sahnya dalam melakukan sebuah perjanjian, menurut peneliti hakim lebih 

condong kepada poin tersebut dikarenakan pemohon mempunyai bukti-bukti 

yang kuat dalam persidangan menegenai termohon I masih dalam pengampuan 

termohon dikarenakan memilik gangguan mental, yang menjadi pertanyaan 

mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan juga terhadap poin adanya 

kesepakatan kedua belah pihak yang sama tercantum dalam pasal 1320 KUHP 

juga, yang mana perkawinan antara termohon I dengan termohon II juga sudah 

memenuhi akan hal tersebut, yaitu sama-sama sepakat dan rela dalam 

melangsungkan sebuah perkawinan, Menurut Peneliti Hakim juga dalam 

memberikan pertimbangan hukum juga menyertakan Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan 

dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan”. 

Perkawinan antara termohon I dengan termohon II ini adalah perkawinan 

bukan yang batal demi hukum yang mana maksudnya adalah mau tidak mau 

perkawinannya harus dibatalkan, akan tetapi pembatalan perkawinan antara 

termohon I dengan termohon II ini adalah disebut dengan perkawinan yang dapat 
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dibatalkan, artinya perkawinannya tidak wajib untuk dibatalkan, masih ada 

kemungkinan untuk terus dilanjutkan, seharusnya majelis hakim juga harus 

mempertimbangkan lebih dalam apakah ada madharat yang besar apabila 

perkawinan antara termohon I dengan termohon II tetap terus dilanjutkan 

dikarenakan termohon I mempunyai keterbelakangan mental dan mempunyai 

sifat-sifat yang aneh padahal dalam wawancara dengan hakim peneliti 

mendapatkan informasi bahwasanya termohon I terlihat sehat-sehat saja dan 

tidak terlihat mempunyai keterbelakangan mental dan bahkan termohon I juga 

berpedidikan sampai D3,
2
  

Diterangkan juga termohon II adalah sudah rela untuk melangsungkan 

perkawinannya dengan termohon I, dan ini semua juga tidak menyalahi 

perundangan yang ada dan sesuai dengan pasal 1320 KUHP mengenai dalam 

melangsungkan perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak, mungkin 

ada benarnya juga majelis hakim berlandaskan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat 

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan”, akan tetapi mengapa hakim tidak 

mempertimbangkan juga supaya perkawinan antara para pemohon untuk terus 

dilanjutkan dengan naungan para pemohon selaku orang tuanya supaya 

meminimalisir kemudharatan-kemudharatan yang bisa menimpa kehidupan 

keluarga para termohon nanti dan juga kemudharatan itu belum tentu pasti ada 

dan belum terbukti, menurut pengamatan peneliti pembatalan perkawinan dalam 

                                                             
2 Drs. Zainal Aripin , S.H., M.Hum, Wawancara, Pengadilan Agama Surabaya, 05 Februari 2020. 
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kasus ini adalah pembatalan perkawinan yang mana orang tua dari termohon I 

atau pemohon adalah yang memaksa para termohon untuk tidak melanjutkan 

pernikahannya dikarenakan pemohon tidak merestui dan tidak setuju termohon I 

menikah dengan termohon II dikarenakan perkonomiannya yang tidak sederajat, 

jadi pembatalan perkawinan ini adalah diluar kehendak para termohon khususnya 

termohon II.  

Secara analisis yuridis bahwasanya seharusnya pernikahan antara termohon 

I dengan termohon II ini harusnya tetap bisa terus dilanjutkan dikarenakan tidak 

ada permasalan dan kemudharatan yang terjadi dalam pernikahannya dan para 

termohon adalah sama-sama rela dalam melangsungkan pernikahannya 

khususnya termohon II sebagai istri dari termohon I, juga seharusnya 

pernikahannya lebih baik untuk terus dilanjutkan dengan dalam naungan para 

pemohon selaku orang tua dan wali dari termohon I  

B. Analisis Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

951/Pdt.G/2018/PA.Sby 

Dalam kasus ini yaitu kasus tentang pembatalan perkawinan karena suami 

masih dalam pengampuan termohon (orang tuanya), perlu diketahui dan garis 

bawahi, termohon I (pihak suami) masih dalam pengampuan disini bukan karena 

masih di bawah umur, yaitu dalam pengampuan karena menglami keterlambatan 

mental dan IQ dibawah rata rata. Peneliti disini akan menganalisis menurut 

hukum islam sah atau tidaknya perkawinan orang masih dalam pengampuan 

karena menyandang difabel mental. 
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Pengampuan dalam istilah fiqh disebut dengan al hajru. Secara bahasa kata 

al hajru berasal dari kata hajaru-yahjuru-hajran, yang mempunyai beberapa arti, 

diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan. Sedangkan al 

hajru menurut istilah adalah mencegah dan melarang terjadinya tasharruf.  

Dalam hukum Islam al hajr dikelompokkan menjadi dua. Pertama; 

pengampuan untuk melindungi diri, seperti pengampuan terhadap anak kecil 

(dibawah umur), orang safih (bodoh) dan orang gila serta orang yang memiliki 

kesamaan dengan mereka, seperti orang yang mabuk disamakan dengan orang 

yang berakal lemah. 

Kedua, pengampuan yang dilakuakan untuk melindungi hak orang lain, 

seperti pengampuan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut, 

muflis), mencegah orang ini dalam mengelola harta kekayaannya bertujuan untuk 

melindungi hak-hak kreditor (pemberi pinjaman). Masuk pula dalam kelompok 

kedua adalah pengampuan terhadap sebuah lembaga, seperti pengampuan 

terhadap pegadaian, untuk melindungi harta benda orang yang menggadaikan. 

Pengampuan terhadap orang yang sakit keras untuk melindungi harta benda yang 

berkaitan dengan hak ahli waris. Pengampuan terhadap hamba untuk melindungi 

harta benda majikannya.
3
 

Orang-orang yang dapat diampu secara tidak langsung menunjukkan 

keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah 

pengampuan. Anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan 

karena adanya faktor belum cakapnya akal anak tersebut menurut syara’. Orang 

                                                             
3 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, jilid 2, (M. Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Al Mahira, 2012), 

118. 
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gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu 

aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Pemboros mengandung 

aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Muflis (pailit) 

menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak 

memiliki harta benda karena pailit. Orang yang sakit keras menjadi pihak yang 

diampu karena ketidak mampuan fisiknya. Hamba yang tidak diizinkan 

bertransaksi, diampu karena faktor kemerdekaan muamalah yang belum 

dimilikinya. 

Mengenai penyandang difabel mental dalam wacana fikih tidak ada istilah 

kata dalan mengartikan difabel mental, namun penulis hanya menemukan kata 

safih dan uthi, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian skripsi 

ini. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata safih berasal dari kata هفس هفسي اهفس  

menganggap bodoh/ memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut 

diambil dari kat هفاس (orang bodoh/tolol).
4
 Serta terdapat pula dalam literatur 

fikih kata uthi’ yang artinya idiot yang terbelakang. Retridasi mental juga 

disebut oligofrenia (oligo= kurang atau sedikit dan fren= jiwa atau tuna mental).
5
  

Melihat pengertian diatas, kata safih (bodoh) dan uthi’ (idiot) masih butuh 

rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan 

idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi 

mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. 

                                                             
4 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap..., 92. 
5 Willy F Maramis et al, Ilmu Kedokteran Jiwa, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 

386. 
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Retridasi mental  adalah  keadaan  dengan  intelegensia  yang kurang (subnormal) 

sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam 

dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi. 

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan,orang yang masih dalam 

pengampuan dan penyandang difabel mental bisa saja datang setelah adanya 

sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala 

tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan 

merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan 

keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih 

sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang di ridha agama 

Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah QS. An-Nur: 32 

 ۦإِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الُله مِن فَضْلِهِ ۚ  لِحِيَن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ مِنْكُمْ وَالصَّٰ مَىٰالَأيّٰ وَأَنكِحُوا
 عَلِيمٌ سِعٌوَالُله وٰ ۚ  

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
6
 

 

Imam Syafi’i mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syeikh Abu Yahya 

dalam bab Al-Hijr bahwa safih adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun 

dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena 

kemaghluban (kekurangan) akalnya.  

                                                             
6 Al-qur’an An-Nur: 32, departemen Agama RI, Mushaf Al-qur’an Al-karim Terjemah, (Kudus: 

CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 354. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 

 

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa 

diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah 

dialami sejak awal masa perkembangan. Dalam hal ini gangguan intelektual atau 

dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut merupakan sebuah anugrah 

sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada 

perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan 

manusia dalam pandangan Allah.  

Allah menciptakan manusia dalam sebuah lingkaran besar yang memiliki 

bagian-bagian kecil yang menyusunya yang berwarna-warni. Menyuruh untuk 

saling mengenal dan saling memahami. Dalam hal ini manusia diciptakan dalam 

bentuk rupa yang berbeda-beda, seperti firman Allah dalam al-Qur’an surat al-

Hujurat ayat 13: 

 للَّهِٱ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۚ   لِتَعَارَفُوا ئِلَوَقَبَآ شُعُوبًا كُمْوَجَعَلْنَٰ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّن كُمخَلَقْنَٰ إِنَّا لنَّاسُٱ أَيُّهَايَٰ
ٌخَبِير عَلِيمٌ لَلهٱ إِنَّ ۚ   كُمْأَتْقَٰ  

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa 

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
7
 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di “mata” Allah 

tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak 

dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai 

ridha Allah SWT. Ketakwaan menurut para ulama adalah seberapa besar ia 

                                                             
7 Al-qur’an Surah Al-Hujurat: 13, departemen Agama RI, mushaf Al-qur’an Al-karim Terjemah, 
(Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014),  517 
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menyerahkan dirinya untuk mengikuti perintah dan larangan-larangan Allah 

karena takut kepada dzat-Nya, mencintai segenap apa yang ada pada diri-Nya. 

Dimana negara sebagai wakil Tuhan harus bisa bebuat bijak dan adil. Ini yang 

harus terus diupayakan. 

Parameter keadilan Tuhan adalah: al-Mauzun, at-Tasawa wa ‘adam at-

Tarjih, dan Ri’ayat al-Huquq. Yang pertama dapat diartikan sebagai 

keseimbangan antar komponen makhluk, kemudian yang kedua adalah persamaan 

kedudukan tanpa melihat keunggulan fisik yang dimiliki, kemudian yang ketiga 

adalah saling menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan 

memberikannya sesuai proporsi yang dia miliki.
8
 

Dalam kenyataannya bagi penyandang difabel masih terjadi diskriminasi, 

perbedaan, dan terlantarkan. Bagi penyandang difabel mental dalam perkawinan 

yang hubungannya dengan keluarga menjadi beberapa problem tersendiri dalam 

menentukan sebuah hukum. Seperti alasan halnya difabel (cacat) menjadi alasan 

perceraian dan poligami, dengan anggapan penyandang difabel tidak bisa 

memenuhi kewajibannya ketika status perkawinan. Alasan ini tidak lepas dari 

adanya perlindungan hukum. Mengenai hukum perkawinan yang berkaitan 

dengan penyandang difabel . Padahal kalau kita melihat dari arti difabel itu 

sendiri ialah memiliki kemampuan yang berbeda.  

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenai hukum taklifi 

atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel 

mental tersebut sah dan tidak atau batalnya, bahwa syarat dan rukun perkawinan 

                                                             
8 Syekh Syamsudin Muhammad, Iqna, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2003), 241. 
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baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik 

syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya. 

Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab Iqna’ ada lima rukun 

perkawinan pertama, (shigot) Ijab Qobul kedua, Calon istri menenai syarat 

menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, 

sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa 

idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan.
9
 Bagi penyandang difabel 

mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada 

kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena 

bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan 

tidak adanya kreteria harus sehat mental. 

Selanjutnya mengenai kewajiban bagi penyandang difabel mental dimana 

mereka harus dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami atau istri. 

Contohnya dalam persoalan ini seorang difabel mental tidak bisa memberi nafkah 

terhadap keluarganya, maka akan berakibat terhadap hak sebagai seorang suami, 

bahkan menjadi salah satu perceraian. Untuk persoalan menghukumi orang 

penyandang difabel mental harus melihat keadaan atau kondisi si penyandang itu 

sendiri. Seberapa jauh tingkatan gangguan mental atau penyankit mental yang 

diderita orang tersebut. Serta sebab-sebanya harus dicermati pula, sehingga ia 

masih dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk 

                                                             
9 Syekh Syamsudin Muhammad, Iqna...., 196 
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menghukumi status penyandang difabel mental maka dalam hukum Islam 

terdapat rumusan-rumusan tersendiri.
10

 

Pertama, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, 

misalnya perbuatan anak kecil, orang gila, orang tidak mengerti sama sekali 

peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas perbuatanya tergantung 

perbuatanya itu telah memenuhi syarat sebagai beban hukum.
11

 Maka dalam hal 

ini penyandang difabel harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil, lagi-

lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani 

sebuah hukum. Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa 

hukum bersifat sistematis dan dinamis, harus melihat keadaan. Seperti 

dicontohkan tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan masyarkat tersebut 

dalam keadaan paceklik atau kelaparan.
12

 

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat 

subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan 

dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau 

ahliyatul wujub berlaku bagi sesorang setiap manusia, dimulai sejak ada dalam 

perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian.
13

 

Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyatul al-ada’ tidak berlaku 

untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syaratsyarat tertentu, dalam 

hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasnya 

                                                             
10 Achmad Mubarok, al Irsyad An Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta: Bina Rena 

Parawira, 2000), 107. 
11 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 40-41. 
12 Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 4. 
13 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 436. 
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diiringi kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau 

mukalaf. 

Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan awarid, ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap sifat ahliyatul ada’, baik menghilangkannya maupun 

menguranginya. Akan tetapi bisa berpengaruh terhadap perubahan sebagian 

hukum pada diri orang yang terkena awarid ketiga ini. Dengan pertimbangan 

sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh safih, lupa, dan banyak utang. 

Kedua, mengenai awaridul ahliyah, dalam pembahasan ahliyatul insan ( 

kecakapan manusia). Terbagi menjadi dua, pertama ahliyaul wujub dan ahliyaul 

ada’. Ahliyatul wujub terbagi dua, pertama ahliyatul wujub naqishoh dan 

ahliyatul wujub kamilah. Yang pertama ini dimiliki semenjak janin yang masih 

dalam kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan. Ini seperti dalam warisan.
14

 

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, 

awaridl samawi yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot 

(uthi). Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi berfikir 

secara baik sehingga ucapannya tidak menentu sewaktu dia seperti orang gila 

sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan antara gila dan 

idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara 

akal dan daya pikir, juga disertai gejolak dan goncangan. Sedangkan uthi’ 

merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi sesorang menggunakan 

daya pikirnya disertai sifat dungu. Terkadang ia mempunyai kemampuan 

membedakan baik dan benar seperti orang tamyiz maka statusnya pun sama. 

                                                             
14 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Indonesia: Haramaian, 2004), 138 
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Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti 

belum tamyiz.
15

 

Kemudian safih (bodoh/tolol) dan Uthi (idiot),
16

 kelemahan yang terdapat 

pada sesorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang 

dikehendaki akal sehat. Safih tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara’. 

Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan hambanya, karena ia mukalaf 

secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka 

dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang safih mewajibkan bersama wali dalam 

bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas 

hartanya.
17

 

Penulis mengkategorikan yang berkaitan bahwa orang safih (bodoh) hanya 

tarap penderita gangguan mental sehingga masih bisa menghayati realitas 

kehidupan dan lingkungan sekitar, ini memiliki IQ= 68-85 ini tarap perbatasan, 

yang mencari nafkah susah untuk bersaing. Diatas “bodoh” masih ada, 

dinamakan “tolol” tingkatan IQ 52-85 lebih rendah. Jika penyandang difabel 

mental masih dalam keadaan status perkawinan atau berkeluarga, maka ia masih 

dibebani kewajiban layaknya sebagai suami atau istri, jika suami mencari nafkah 

dan sebagainya. Maka ini tidak boleh pasangannya untuk menceraikannya. 

Kemudian dalam tataran uthi atau idiot ini memiliki IQ 20, ini merupakan 

retradasi mental yang paling berat. Karena diatasnya adalah gila yang sudah 

                                                             
15 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 438 
16 Safih dan Uthi adalah mereka menderita sejak anak-anak bahkan sejak lahir, dalam safih sama 

dengan bodoh dan uthi sama dengan tolol, safih dan uthi dalam ilmu kedokteran dibedakan dalam 

segi IQ terdapat dalam pembahasan retradasi mental. 
17 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh..., 445. 
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tidak memiliki IQ sama sekali. Namun dibawah idiot ada istilah keadaan dungu 

yang memiliki IQ 20-35, ini masih mengenal bahaya. Namun ini dalam status 

hukum tidak dibebani lagi. Ia lepas dari kewajiban. Jika dalam sebuah 

perkawinan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Karena ini 

bisa juga susah untuk disembuhkan melalui konseling dan pemberdayaan namun 

dengan waktu yang cukup lama. 

Dengan adanya problem diatas, hukum Islam selalu memberi solusi bagi 

mereka yang terhambat dalam perkawinan. Seperti firman Allah jika suami/istri 

merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi, sementara jalan keluar tidak ada. 

Maka agama memberi salah satu pilihan dari dua pilihan. Kembali bersatu secara 

terhormat, atau berpisah secara baik-baik. (QS Al-baqarah : 229). 

ۚ   وَلَايَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  ۚ   فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ  ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ 
ۚ   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  شَيْـأً إِلآَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ 
ۚ   وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولاََۤئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ   تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا   ٱفْتَدَتْ بِهۦِ 
 

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak 

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada 

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim. 

 

Kebutuhan dharuriyat dibutuhkan oleh setiap manusia. Baik kebutuhan ini 

bersifat primer maupun sekunder. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka 

akan terancam keselamatan kehidupan manusia baik di dunia, dan bisa juga akan 
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menghantarkan ke akhirat. Menurut Al-Syathibi dalam konsep Maqashid Al-

Syariah, ada lima hak pokok dalam katagori ini, yaitu hifdu al-din (menjaga 

agama), hifdu al-nafs (menjaga jiwa), hifdu al-aql (menjaga akal), hifdu al-nasl 

(memelihara keturunan), dan hifdu al-mal (menjaga harta) 

Mengenai hifdzu nafs, seorang difabel mental yang sudah melangsungkan 

pernikahan tetap ia memiliki hak sebagai keluarga dan juga hak sebagai manusia 

untuk hidup layak pada umunya. Serta konsephifdu nafs dalam wujud ini 

sebagaimana ia dalam sebuah hubungan rumah tangga seperti biasanya 

mempunyai hak seorang manusia pada umunya. Keluarga harus melakukan 

pemberdayaan dan memberikan hak-haknya. Bagi penyandang difabel mental ia 

memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya juga, punya harapan hidup seperti 

manusia pada umumnya. Maka dari itu untuk memelihara jiwa atau hifdzu nafs 

keluarga harus menyediakan aksesibilitas, konseling, dan terapi bagi penyandang 

difabel. Suami atau istri masih berkewajiban untuk mengupayakan 

keberlangsungan hidupnya. 

Kemudian konsep hifdzu nafs, jika terjadi sebuah akad nikah yang sah, 

maka disini akan menjadi sebuah akibat terdiri dari hak dan kewajiban sebagai 

suami istri. Dalam persoalan ini hendaknya kita tidak mengabaikan pendapat 

Maqashid al-Syariah tentang hak bagi penyandang difabel mental, seperti 

pendapat Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa pembuat hukum adalah Allah dan 

utusannya, dalam merumuskan sebuah hukum hendak tidak mengabaikan tujuan 
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hukum itu sendiri.
18

 Seperti halnya dalam sebuah perkawinan tujuan dalam 

sebuah perkawinan tidak hanya dalam tataran menjaga keturunan (hifdzu nasl) 

sehingga umat manusia bisa lestari bisa terjaga, disamping kita menjaga agama, 

akal, jiwa, dan harta.  

Disamping persoalan primer, yaitu menjaga keturunan. Tujuan sekunder 

dari sebuah perkawinan juga menjaga hasrat seksual yang dapat terjaga, 

terhindarnya dari sebuah perzinaan. Melihat sifat dasar kebutuhan manusia di 

atas, beberapa hak-hak dasar yang harus dimiliki dan dicermati oleh penyandang 

difabel mental disini adalah hak untuk menjaga jiwanya (hifdzu nafs), hak 

menjaga keturunan (hifdu nasl) serta hak menyalurkan hasrat seksual demi 

melangsungkan keturunan dan terhindar dari perzinaan, serta menjaga akal 

(hifdzu aql). Disini harus ada pelebaran makna yang lebih cenderung 

memprioritaskan individu. Posisi seorang penderita penyandang difabel mental 

dalam sebuah perkwainan seperti uthi dan safih dalam literatur fikih keduanya 

penyakit yang indikatornya diderita sejak lahir maupun yang datang secara tiba-

tiba seperti terkena kecelakaan dan mengkonsumsi obat-obatan yang sehingga 

merusak akal. Untuk memenuhi hak-hak orang tersebut konteksnya dalam sebuah 

perkawinan, mereka boleh saja dinikahkan.  

Dalam persoalan diatas menurut hasil dari analisis hukum islam ketika 

dalam sebuah ikatan perkawinan seorang yang masih dalam pengampuan 

dikarenakan penyandang difabel mental yang mana belum tentu mengalami 

hambatan-hambatan, tantangan dan kemudharatan, dan juga yang mana belum 

                                                             
18 Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Ays-Syariah, jilid, I, (Berut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 

t.t.,), 134. 
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ada sebuah kemudharatan  yang terlihat dalam perkawinan para termohon, maka 

dalam hal ini termohon I yang mana masih dalam pengampuan pemohon 

disebabkan mengalami gangguan mental adalah boleh dinikahkan dan harusnya 

pernikahannya juga masih bisa untuk terus dilanjutkan, tidak boleh diceraikan 

atau juga dibatalkan pernikahannya ketika mereka sudah saling sama-sama rela 

terutama termohon II, lebih baik tetap diteruskan dengan dalam nauangan 

pemohon guna menjaga diri termohon I supaya tidak terjurumus dalam 

kemaksiatan perzinahan, karena menurut pandangan berbagai ulama adalah 

ketika pasangan suami istri telah rela akan sebuah kekurangan atau juga aib yang 

ada pada diantaranya maka perkawinannya tidak boleh dibatalakan, namun boleh 

juga mereka dicegah untuk memiliki keturunan (anak) demi kemaslahatan 

keluarga. Demi terjaganya, keturunan seperti orangtuanya, dan sudah barang 

tentu akan mencegah anak yang akalnya sehat dan sempurna tidak memiliki 

keterbatasan dan sebagainya. Demi melestarikan kemasalahatan dan menolak 

kemafsadatan. Karena Seperti Fiman Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 56 

هِ قَرِيْبٌ مِِّنَ اِنَّ رَحْمَتَ اللٰ  ۚ  حِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاعْدَ اِصْلَارْضِ بَلَا تُفْسِدُوْا فِى الَاوَ
 الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.
19

 

                                                             
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 306 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut Analisis Yuridis, maka dapat diambil simpulan bahwa sebuah 

perkawinan antara termohon I dengan termohon II meskipun termohon I 

masih dalam pengampuan yang disebabkan mengalami gangguan mental 

adalah sah dan pernikahanya harusnya tetap bisa untuk dilanjutkan dan tidak 

dibatalkan, dikarenakan antara termohon I dengan termohon II adalah sama 

sama rela dan sepakat dalam melangsungkan pernikahan, yaitu sesuai dengan 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan dalam 

poin “adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak”, meskipun juga 

bertentangan dalam poin harus mempunyai kecakapan dalam perbuatan 

hukum dikarenakan termohon I masih dalam pengampuan yang disebabkan 

mempunyai keterbelakangan mental, yang mana seharusnya majlis hakim 

seharusnya lebih mempertimbangkan agar perkawinannya terus dilanjutkan 

karena kasus pembatalan perkawinan ini adalah termasuk dalam katagori 

sebuah perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan yang harus 

dibatalkan demi hukum, dikarenakan tidak ada kemudharata-kemudharatan 

yang terlihat dalam perkawinan para termohon, juga seharusnya lebih baik 

perkawinannya terus dilanjutkan dengan dalam naungan para pemohon 

dikarenakan termohon I dengan termohon II adalah sama-sama rela dalam 

melangsungkan perkawinannya terutama termohon II. 
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2. Menurut Hukum Islam adalah tidak pernah melarang perkawinan seorang 

yang masih dalam pengampuan disebabkan gangguan mental, mengingat pada 

tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual 

dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan 

dan perzinaan, dan dalam kasus pembatalan perkawinan ini adalah seharusnya 

perkawinan antara termohon I dengan termohon II adalah bisa terus untuk 

dilanjutkan, tidak dibatalalakan, dikarenkan belum ada ataupun tidak ada 

sebuah kemudharatan yang terlihat dalam pernikannya dan juga antara 

termohon I dengan termohon II telah sama-sama rela dalam melangsungkan 

pernikahannya terutama termon II selaku istrinya, sesuai dengan pandangan 

berbagai ulama yaitu apabila antara pasangan suami istri rela terhadap 

kekurangan atau aib yang terdapat diantaranya dan juga tidak ada sebuah 

kemudharatan yang terlihat maka sebuah perkawinan adalah tidak boleh 

dibatalkan. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan 

pembahasan atas perkara Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama 

Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum bisa menyadarkan 

masyarakat untuk bertindak sesuai  dengan  ketentuan hukum. Untuk itu 

serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di 

bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan. 
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2. Untuk para orang tua jikalau ada kasus seperti ini hendaknya mendukung 

anaknya, karena setiap insan mempunyai hak untuk menikah
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